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TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADI{INISTRASI BELAIIJA PEGAWAI

PADA BALAI PENGUJIAI,I STAT{DAR INSTRUI{EN TANAIIAN PETIANIS DAT{ SERAT

TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUME}I TANAIilAN PEi'ANIS DAN SERAT

Menimbang

Mengingat

1. bahwa dalam rangka pengaiuan gaji, uang lembur dan uang makan Pegawai Negeri Sipil

pada Balai Penguiian Standar lnstrurnen Tanaman Pemanis dan Serat dipandang perlu

menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belania Pegawai yang diangkat dengan Surat

Keputusan.

2. bahwa pejabat yang namanya tercantum pada keputusan ini, dianggap cakap dan mampu

untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai

Pengujian Standar lnstrumen Tanaman Pemanis dan Serat

1. Undang-Undang Nomo lT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomo l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggungiawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belania Negara;

5. Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jsa
Pemerintah Jurcto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

7. Peraturan Menteri Pertanian Rl Nomor 19/Permentan/OT.140/3/20'13 tentang Pedoman

Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pe anian Nomor 13/PermenlanlOT.140112023 tentang 0rganb6i
dan Tata Keria Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi lnstrumen Pertanian;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia yang tertuang dalam Daftar lsian

Pelaksana Anggara (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.2375722023 tanggal 10 April

2023;

10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER47/PB/2009 tentang

Petunluk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;

11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Menuniuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegarai pada Balai Pengulian

Standar lnstrumen Tanaman Pemanis dan Serat adalah :

Nama : HADI SUNARKO, SE

NIP : NlP. 19661225 199303 1002

Pangkat / golongan : Penata TK.l (llud)

Specimen tandatangan dan paraf dari pejabat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanda tangan

b, Paraf

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pega{vai mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kebutuhan gaji, tunjangan beras, uang lembur, dan uang makan

dalam bentuk SPM gaji, uang lembur, uang makan, dan data dukung lainnya

b. Mencatat pada kartu gaii pegawai untuk m6ing-masing pegawai.

Dengan bedakunya Keputusan Kepala Balai ini maka Keputusan Kepala Balai N0m0r

o8/Kpts/KP.230/H.4 .2l1l2023Ienl?n;|gPenunjukan Petug6 Pengelola Administrasi Belanja

Pegavai pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dinyatakan tidak berlaku

(dicabut).

Kepulusan ini mulai berlaku sejak tanggal l Juni 2023 dan berakhir pada tanggal

31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari temyata tedapat
kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
:15Mei2023

ujian Standar lnstrufipn
is dan Serat,

5 200003 1 001

*

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.

2. lnspektur Jenderal Kementerian Pertanian diJakarta.

3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian di Jakarta.

4. Kepala Badan Standardisasi lnstrumen Pertanian diJakarta.

5. Kepala Pusat Standardisasi lnstrumen Perkebunan di Bogor.

6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.

7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

SALINAN Keputusan ini disamoaikan kepada Yth :


